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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan 
Pengadilan Pajak 

: Put-50597/PP/M.IIIA/12/2014

Jenis Pajak : PPh Pasal 23
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2009 sebesar 
Rp748.430.770,00;

Menurut 
Terbanding

: bahwa berdasarkan hasil uji bukti Terbanding telah melihat bukti yang disampaikan oleh 
Pemohon Banding. Dari koreksi sebesar Rp 748.430.770 untuk Masa April 2009 Pemohon 
Banding menyetujui untuk dikoreksi senilai Rp189.541.650 sebagaimana dirinci dalam 
Lampiran Terbanding untuk Masa April 2009. Terhadap koreksi lainnya sebesar 
Rp558.889.120 Terbanding tetap mempertahankan koreksi dengan pertimbangan bahwa 
selama proses uji bukti Pemohon Banding tidak melakukan pemisahan antara pembayaran 
jasa dan pembelian material. Pemohon Banding juga tidak menunjukkan bukti kontrak atau 
perjanjian kerja dengan pihak ketiga, hal ini sehubungan dengan lingkup pekerjaan 
Pemohon Banding di bidang Jasa Periklanan;

Menurut Pemohon 
Banding

: bahwa Pemohon Banding telah menunjukkan kepada Terbanding atas DPP PPh Pasal 23 
yang diuji bukti berdasarkan dokumen yang terkait sebesar Rp47.108.120,00, adalah benar 
dan nyata bukan merupakan objek PPh Pasal 23, karena transaksi yang dimaksud adalah 
pembelian material/Barang Kena Pajak ke beberapa Vendor sebagaimana tertulis rincian 
barang tersebut pada Invoice, Purchase Order, Delivery Order (Bukti Pemohon - 3 & Bukti 
Pemohon - 4). Sehingga sedemikian menurut Pemohon koreksi Terbanding seharusnya 
dibatalkan.

Menurut Majelis : Menurut Majelis yang menjadi sengketa Banding ini adalah adanya koreksi Terbanding 
atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2009 
sebesar Rp748.430.770,00 yang tidak dapat disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja 
Pemeriksaan diketahui koreksi DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari 2009 adalah sebagai 
berikut :

DPP PPh Pasal 23 Cfm. Pemohon Banding Rp16.957.172.295,00
DPP PPh Pasal 23 Cfm. Pemeriksa Rp17.705.603.065,00 
Koreksi Rp 748.430.770,00

bahwa koreksi tersebut merupakan hasil equalisasi PPN Masukan;

bahwa selanjutnya menurut Terbanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 diatur bahwa atas imbalan jasa selain jasa 
yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong 
Pajak Penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa di dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa dokumen Pemohon Banding tidak 
memisahkan pembayaran jasa dan pembelian material;
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bahwa mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 dalam 
hal Pemohon Banding tidak dapat memisahkan nilai pembayaran jasa dan pembelian 
material maka PPh Pasal 23 dikenakan terhadap jumlah brutonya;

bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding tidak menyampaikan data yang 
mendukung alasan keberatannya sehingga Terbanding berpendapat bahwa Pemohon 
Banding tidak dapat membuktikan bahwa koreksi sebesar Rp748.430.770,00 adalah 
pembelian material;

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan 
karena: Pemohon Banding telah melakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku yakni terkait dengan objek PPh Pasal 23 sebagaimana biaya yang diakui di masa 
Januari s.d. Desember 2009;

bahwa pada dasarnya di dalam pembayaran tersebut termasuk atas biaya jasa dan 
pembelian material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon banding 
dapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanya 
atas biaya jasanya saja;

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikkan pendapat tersebut dengan menunjukkan 
dokumen-dokumen komersial dan perpajakan (Invoice, Purchase Order, Delivery Order, 
Rekening koran, Faktur Pajak  ) yang terkait dengan koreksi Terbanding;

bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan bukti 
dan data yang mendasari argumentasi dari masing-masing pihak, dari perolehan data 
tersebut Majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan uji kebenaran materi dengan 
disaksikan oleh panitera;

bahwa dari hasil uji bukti yang telah diselesaikan dalam bentuk Berita Acara diperoleh 
hasil sebagai berikut :

Total koreksi Terbanding sebesar .                                                  Rp748.430.770,00
Dari koreksi tersebut :   
 Sengketa yang diuji bukti:
    - Bukan merupakan objek PPh Pasal 23           Rp  47.108.120,00
      (Pembelian Material)
    - Merupakan objek PPh Pasal 23 yang           Rp511.781.000,00
       telah dipotong                                                                               . 
Jumlah                                                                    Rp558.889.120,00
Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong   Rp189.541.650,00

bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukan oleh para pihak, Majelis atas kuasa Pasal 
78 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
yang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian 
pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"  

bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan perpajakan", Majelis berpendapat bahwa berdasarkan hal-
hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa atas koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan 
Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp189,541,650.00 tetap dipertahankan dan atas 
koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 
Rp558.889.120,00 tidak dapat dipertahankan ;

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, 
kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa 
lainnya;

menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk 
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga penghitungan Pajak 
Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2009 adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Menurut Terbanding Rp17,705,603,065.00
Koreksi tidak dapat dipertahankan Rp     558,889,120.00
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut Majelis Rp17,146,713,945.00

Memperhatikan

:Surat Banding Pemohon Banding,
 
Surat Uraian Banding Terbanding,
 
hasil pemeriksaan dan 
pembuktian dalam persidangan
;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan 
perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan 
dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-241/WPJ.19/2012 tanggal 12 Maret 2012, tentang 
keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 
Masa Pajak April 2009 Nomor 00038/203/09/091/11 tanggal 28 Maret 2011, atas nama PT. 
XXX, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, menjadi sebagai berikut.
Dasar Pengenaan Pajak Rp17,146,713,945.00
Pajak Penghasilan Pasal 23 Terutang Rp     344,489,436.00
Pajak yang dapat diperhitungkan Rp     341,298,603.00
Pajak Penghasilan Pasal 23 Kurang/(Lebih) Bayar Rp         3,190,833.00
Sanksi Administrasi, berupa:
- Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp         1,467,783.00
PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar Rp         4,658,616.00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam 
persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2013, oleh Hakim Majelis 
III Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Indra J. Rivai, SE, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Sartono, S.H., MH., MSi sebagai Hakim Anggota,
Gunawan  sebagai Hakim Anggota,
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Tripto Tri Agustono. sebagai Panitera Pengganti

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III 
Pengadilan Pajak dalam sidang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 dengan susunan 
Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sartono, SH. MH. MSi. sebagai Hakim Ketua,
M. Z. Arifin, SH. MKn.  sebagai Hakim Anggota,
Gunawan sebagai Hakim Anggota,
Tripto Tri Agustono sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh 
Pemohon Banding dan dihadiri oleh Terbanding ;
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